BAB V
PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Undang-undang Penyiaran KPI dalam menjalan tugas dan
kewenangannya berhak untuk menetapkan pedoman dan juga batasan dalam dunia
penyiaran kususnya dalam penyiaran program televise di Indonesia. KPI
mengeluarkan Surat Edaran Nomer 203/k/KP1/02/2016 tentang program siaran
yang mengandung konten dimana para pria yang tingkah atau berdandan layaknya
seorang wanita atau sebaliknya. Tujuan dikeluarkannya Surat edaran adalah
menjaga tayangan televisi yang diterima oleh masyarakat tidak menyimpang dari
norma yang berlaku di masyarakat.

Surat edaran ini berpotensi melanggar hak asasi manusia khususnya bagi
pelaku seni yang seringkali berperan tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Salah
satu dasar dari adanya surat edaran tersebut adalah pasal 4 ayat 2 UU Penyiaran
yang pada intinya menjelaskan bahwa penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi
dan kebudayaan. Hal ini bertentangan dengan isi surat edaran KPI karena tidak
secara jelas menujukan subjek pelaku seni yang dilarang oleh surat tersebut.

Surat edaran ini juga bertentangan dengan UUD 1945 Amandemen ke II
yaitu dalam Pasal 28 E ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak
atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai
dengan hati nuraninya”. Selanjutnya dalam ayat (3) menyatakan “Setiap orang
berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.. Salah
satu wujud dari pasal tersebut adalah hak untuk para pelaku seni mendapatkan
nafkah demi mencukupi kebutuhan hidup dari pekerjaannya. Dari beberapa
pelaku seni yang dirugikan oleh surat edaran tersebut adalah para pelaku seni
yang bergelut di dunia seni peran dan juga seni tari yang ditampilkan di televisi.
Dimana peran dan tarian terebut sebenarnya hanya untuk menghibur dan

melestarikan kesenian kontemporer dan kesenian tradisional.
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Jika dikaitkan dengan pasal 28J dan pasal 73 UU HAM yang mengatur
tentang pembatasan terhadap hak asasi manusia, pasal - pasal tersebut tidak dapat
membatasi para pelaku seni yang dilarang oleh surat edaran yang dikeluarkan oleh
KPI karena Peran yang dilakukan oleh para pelaku seni tidaklah mengganggu
ketertiban orang lain dan hal tersebut tidak dilakukan pada kehidupan nyata para

pelaku seni.

5.3. Saran

Surat Edaran Nomer 203/k/KP1/2016 yang berisikan tentang larangan
program televisi yang menampilkan pria berperilaku layaknya wanita dan
sebaliknya. Dimana hal tersebut di perjelas lagi jenis subjek yang dilarang agar
tidak menghalangi upaya pelestarian warisan budaya yang dimiliki oleh Indonesia
contohnya adalah kesenian Tari Tradisonal yang seringkali melibatkan pria untuk
berdandan seperti wanita dan sebaliknya. Penyiaran mengenai kesenian tradisional
merupakan sarana edukasi yang penting memperkenalkan warisan budaya
Indonesia kepada generasi selanjutnya terutaman penyiaran melalui televisi yang
menjadi salah satu media electronik yang paling sering digunakan oleh
masyarakat.

Selain itu penyiaran program televisi yang terdapat adegan pria
menyerupai wanita ataupun sebaliknya dapat ditanyangkan diatas jam Sembilan
malam dimana kebanyakan anak kecil sudah tertidur. Tayangan tersebut harus di
sertai dengan tanda klasifikasi program agar orang tua dapat mengawasi anaknya
saat sedang menonton televisi. dalam dunia peran yang bertentangan dengan surat

edaran tersebut masih dapat tetap ditayangkan.
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